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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 4/T1.02/K. SB-08/06/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat S

TAHUN 2026

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf a
sampai dengan huruf kPeraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa untuk melaksanakan keputusan Rapat Pleno Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tanggal
13 Mei 2026 dituangkan dalam Berita Acara Nomor:
023/RT.02/SB-08/05/2026 tentang Penetapan Daftar Informasi
Publik; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurud b,perlu menetapkan Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017tentangPemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149) ;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10Tahun
2019 tentang PengelolaanDan Pelayanan Informasi Publik di
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum  Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota,dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

8. Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum  Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1147); dan

9. Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatlenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia PengawasPemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATANTENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN
PESISIR SELATAN
Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama terdiri atas:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan

c. Informasi yang wajib disediakan tersedia setiap saat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Painan

Pada tanggal :4 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

AFRIKI MUSMAIDI
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN PESISIR SELATAN

4/T1.02/K. SB-08/06/2026
4 Juni 2026

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

Penanggung Jawab Waktu BentukInfor
No Jenis Rlngke_\san Uthengua_sallnformas Pembuatan Atau &TempatPe masi Yang RetensiArsip
Informasi i . . |mbuataninf ;
Penerbitaninformasi : Tersedia
ormasi
A. INFORMASI BERKALA
Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu
o o Softcopy& | Sesuai dengan Retensi
1 Alamat Lengkap Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2018 .
Hardcopy Arsip
. - L Sesuai dengan Retensi
2 Visi dan Misi Divisi SDMOD Bawaslu RI 2018 Softcopy Arsi
rsip
] o Sesuai dengan Retensi
3 Tugas & Fungsi Divisi SDMOD Bawaslu RI 2018 Softcopy Arsi
rsip
. . Sesuai dengan Retensi
4 Sejarah Bawaslu Divisi SDMOD Bawaslu RI 2018 Softcopy Arsi
rsip
o o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
5 Struktur Organisasi Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 )
Hardcopy Arsip
o o o o Sesuai dengan Retensi
6 |Profil Singkat Pimpinan Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 Softcopy Arsi
rsip
o o Sesuai dengan Retensi
7 LHKPN Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 Softcopy Arsi
rsip
I. Informasi Program dan Kinerja Bawaslu
Laporan Kinerja Tahun o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
1 Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 )
Bawaslu 2020-2025 Hardcopy Arsip
Rencana Strategis o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
2 Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2025
Tahun 2025-2029 Hardcopy Arsip
Rencana Kerja Tahun o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
3 Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 .
2022-2026 Hardcopy Arsip
M. Informasi Mengenai Keuangan
o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
1 Laporan Keuangan [Bawaslu Provinsi Sumbar |Bawaslu Provinsi Sumbar 2026 ]
Hardcopy Arsip
) Daftar Isian Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten 2026 Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
Pelaksanaan Anggaran Pesisir Selatan Pesisir Selatan Hardcopy Arsip
Realisasi Penggunaan ) )
Bawaslu Kabupaten o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
3 |Anggaran Tahun 2022- o Divisi Keuangan 2026 )
Pesisir Selatan Hardcopy Arsip
2025
Rencana Kerja dan ) )
Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
4 |Anggaran Tahun 2022- o o 2026 )
Pesisir Selatan Pesisir Selatan Hardcopy Arsip
2026
5 | Kontrak Sewa Sarana Bawaslu Kabupaten Divisi Keuangan 2026 Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
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dan Prasarana Pesisir Selatan | ‘ Hardcopy ‘ Arsip
V. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian
) ) o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
Informasi Kepegawaian Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 )
Hardcopy Arsip
Laporan Barang Milik ) )
o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
Negara Tahun 2021- Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 )
Hardcopy Arsip
2026
Perekrutan Pengawas o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
. Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2024 .
Pemilu Hardcopy Arsip
o o Softcopy & | Sesuai dengan Retensi
Pengumuman Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 .
Hardcopy d Arsip
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik
Laporan Tahunan
. o o Softcopy & . o
Layanan Informasi Divisi P2DI Divisi P2DI 2026 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco|
2020-2025 by
Daftar Informasi Publik . . Softcopy & . o
Divisi P2DI Divisi P2DI 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
2022-2026 Hardcopy
- - Softcopy & . R
Surat Keputusan PPID Divisi P2DI Divisi P2DI 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
VI. Informasi Hasil Penelitian
Indkes Kerawanan
. - - Softcopy & : -
Pemilu Tahun 2019- Divisi P2H Divisi P2H 2024 Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
2024
B. INFORMASI SETIAP SAAT
Nota Kesepahaman
Antara Bawaslu
- - Softcopy & . R
dengan PGRI Divisi P2H Divisi P2H 2022 Sesuai dengan Retensi Arsip
o Hardcopy
Kabupaten Pesisir
Selatan
Nota Kesepahaman
Antara Bawaslu
- - Softcopy & : R
dengan PWI Divisi P2H Divisi P2H 2022 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
o ardcopy
Kabupaten Pesisir
Selatan
Perjanjian Kerja Sama
antara Bawaslu
- - Softcopy & : R
dengan Karang Taruna Divisi P2H Divisi P2H 2022 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
o ardcopy
Kabupaten Pesisir
Selatan
Perjanjian Kerja Sama
antara Bawaslu
- - Softcopy & . A
dengan MPC PP Divisi P2H Divisi P2H 2022 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
L ardcopy
Kabupaten Pesisir
Selatan
Perjanjian Kerja Sama . o Softcopy & ) L
Divisi P2H Divisi P2H 2022 Sesuai dengan Retensi Arsip
antara Bawaslu Hardcopy
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dengan PD IPTI
Kabupaten Pesisir

Selatan

Perjanjian Kerja Sama

antara Bawaslu o o Softcopy & ) o
6 Divisi P2H Divisi P2H 2023 Sesuai dengan Retensi Arsip
dengan Pemnag Hardcopy
Gurun Panjang Utara
PKS antara Bawaslu
. . o Softcopy & . .
7 | dan Pemnag Sungai Divisi P2H Divisi P2H 2023 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco|
Tunu Barat Py
PKS antara Bawaslu
Softcopy & . .
8 dan Pemnag Binjai Divisi P2H Divisi P2H 2023 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardcopy
Tapan
PKS antara Bawaslu
. . . Softcopy & . S
9 | dan Pemnag Lakitan Divisi P2H Divisi P2H 2024 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco|
Utara by
MoU antara Bawaslu
Softcopy &
3 dan Cabdin Wilayah Divisi P2H Divisi P2H 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
VII Sumatera Barat
MoU antara Bawaslu
dan Kwarcab 0301
. . Softcopy & . _—
4 Gerakan Pramuka Divisi P2H Divisi P2H 2025 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco|
Kabupaten Pesisir i
Selatan
PKS antara Bawaslu
dan Kwarcab 0301
o . Softcopy & . R
5 Gerakan Pramuka Divisi P2H Divisi P2H 2025 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco|
Kabupaten Pesisir Y
Selatan
SK PPID Tahun 2021- o o Softcopy & ) ) .
6 Divisi P2DI Divisi P2DI 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
2026 Hardcopy
. - - Softcopy & : R
7 |Rekomendasi Bawaslu Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2024 Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
Surat Imbauan o o Softcopy & ) ) _
8 Divisi P2H Divisi P2H 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
Pencegahan Hardcopy
Laporan Akhir
. o Softcopy & . -
9 Pengawasan 2020- Divisi P2H Divisi P2H 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
2025
Laporan Akhir
Penanganan o o Softcopy & ) ) _
10 Divisi P2DI Divisi P2DI 2025 Sesuai dengan Retensi Arsip
Pelanggaran 2020- Hardcopy
2024
Laporan Akhir
. o o Softcopy & . S
11 Penyelesaian Divisi HPS Divisi HPS 2025 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco|
Sengketa 2020-2024 ad
Laporan Akhir Hukum o o Softcopy & ) o
12 Divisi HPS Divisi HPS 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
2020-2022 Hardcopy
Laporan Akhir SDMOD . L Softcopy & ) o
13 Divisi SDMOD Divisi SDMOD 2026 Sesuai dengan Retensi Arsip
Pemilu 2020-2025 Hardcopy
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Laporan Akhir
Softcopy &
14 Kehumasan 2021- Divisi P2DI Divisi P2DI 2026 Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardco
2025 by
Softcopy &
15 | SOP dan Pedoman Divisi P2DI Divisi P2DI 2022 Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
INFORMASI SERTA MERTA
Putusan
. . - Softcopy & . S
1 Penyelesaisan Divisi HPS Divisi HPS Hard Sesuai dengan Retensi Arsip
ardcopy
Sengketa
Putusan Sidang
I I Softcopy & . o
2 Penanganan Divisi P2DI Divisi P2DI Sesuai dengan Retensi Arsip
Hardcopy
Pelanggaran
Ditetapkan :di Painan
Pada tanggal :4 Juni 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

AFRIKI MUSMAIDI
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